
 

KEMENTERIAN KOORDINATOR 
BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA 

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110 

TELEPON (021) 34830612, Email: persuratan@polkam.go.id 
 

 

 
Nomor   : B- 459 /KB.00.00/11/2025                                           Jakarta, 4 November  2025  

Klasifikasi : Biasa 

Lampiran   :  3 (tiga) lembar 

Hal              :  Undangan Peserta FKS dengan Tema: Merajut 
Kebinekaan, Merawat Kerukunan: Sinergitas 
Lintas Sektor dalam Mewujudkan Harmoni, 
Kedamaian, dan Keamanan guna Menjaga 
Persatuan dan Kesatuan Bangsa. 

 

Yth.   Para Pejabat (Sesuai Daftar Terlampir)  

di 
Tempat 
 

1. Dasar 
 

a. Peraturan Presiden Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kementerian Koordinator Bidang 
Politik dan Keamanan; 

b. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Nomor 6 Tahun 2024 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Politik dan 
Keamanan; dan 

c. Program Kerja dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan 
Kesatuan Bangsa Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Tahun 
2025. 
 

2. Sesuai titik dasar tersebut di atas, dimohon kehadiran Bapak dan Ibu dalam Forum 
Koordinasi dan Sinkronisasi (FKS) sebagai peserta, dengan keterangan sebagai berikut: 

a. Waktu : Kamis, 6 November 2025, Pukul 09.00 WIB s.d. selesai 

b. Tempat : Aryaduta Bandung 
   Jl. Sumatera No. 51, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,  
                 Jawa Barat 

c. Tema : Merajut Kebinekaan, Merawat Kerukunan: Sinergitas Lintas Sektor dalam 
Mewujudkan Harmoni, Kedamaian, dan Keamanan guna Menjaga 
Peratuan dan Kesatuan Bangsa 

d. Biaya perjalanan dinas ditanggung oleh instansi masing-masing. 

e. Untuk konfirmasi kehadiran mohon dapat mengisi form pada alamat 
https://docs.google.com/forms/d/1X33NA3hbCMA0rLezxnymmx8aBXziiGR5a8Xfrpg4
Fbk/edit atau dengan menghubungi Staf Kemenko Polkam Sdr. Body Nugroho 
(083867379449) 
 

3. Demikan disampaikan, atas perhatiannya, diucapkan terima kasih. 
 

Sekretaris Kementerian Koordinator  
Bidang Politik dan Keamanan, 

 

 

 

Mochammad Hasan 

Tembusan: 
1. Menko Polkam; 

2. Wamenko Polkam.

mailto:persuratan@polkam.go.id
https://docs.google.com/forms/d/1X33NA3hbCMA0rLezxnymmx8aBXziiGR5a8Xfrpg4Fbk/edit
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Lampiran Surat Sekretaris Kementerian 

Koordinator Bidang Politik dan Keamanan  

Nomor : B- 459/KB.00.00/11/2025 

Tanggal : 4 November 2025 
 

 

DAFTAR PEJABAT YANG DIKIRIM SURAT UNDANGAN 

 
A. Unsur Kementerian/Lembaga agar hadir atau menunjuk satu orang pejabat terkait 

1.  Asisten Deputi Bina Keagamaan, Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati 

 Diri Bangsa, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan.  

2.  Asisten Deputi Pemberdayaan dan Pemajuan Hak Kelompok Rentan, Kementerian Koordinator 

Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan.  

3.  Kepala Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.  

4.  Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan, Ditjen Politik dan Pemerintahan 

 Umum, Kementerian Dalam Negeri   

5.  Direktorat Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Ditjen 

Perlindungan Kebudayaan dan Tradisi, Kementerian Kebudayaan.  

6. Direktorat Penelitian Pengabdian Kepada Masyarakat, Ditjen Riset dan Pengembangan, 

 Kementerian Pendidikan Tinggi.  

7. Direktorat Komunikasi Publik, Ditjen Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi 

dan Digital;  

8. Direktorat Perdata, Ditjen Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum. 

9. Direktorat Pelayanan dan Kepatuhan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hak Asasi Manusia.  

10. Direktur Pencegahan, Deputi Bidang Pencegahan, Perlindungan dan Deradikalisasi, Badan 

Nasional Penanggulangan Terorisme.  

11.Direktorat 23 Intelijen Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara.  

12.Direktorat Pembinaan Penertiban Masyarakat, Badan Pemelihara Keamanan Polri. 

 
B. Unsur Internal Kemenko Polkam agar hadir atau menunjuk satu orang pejabat 

terkait 

1. Deputi Bidkoor Politik Dalam Negeri, Kemenko Polkam; 

2. Deputi Bidkoor Politik Luar Negeri, Kemenko Polkam; 

3. Deputi Bidkoor Kemanan dan Ketertiban Masyarakat, Kemenko Polkam; 

4. Deputi Bidkoor Komunikasi dan Informatika, Kemenko Polkam; 

5. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi, Kemenko Polkam; 

6. Kepala Biro Hukum dan Persidangan, Kemenko Polkam; 

7. Kepala Biro Manajemen Kinerja Organisasi dan Kerja sama, Kemenko Polkam; 

8. Kepala Biro Protokol, Pengamanan, dan Penyiapan Materi, Kemenko Polkam; 

9. Kepala Biro Umum, Kemenko Polkam; 

10. Kepala Biro Humas, Data dan Informasi, Kemenko Polkam; 

11. Inspektur, Kemenko Polkam; 
12. Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dan Kesatuan Bangsa; 

13. Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan; 

14. Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan dan Kewaspadaan Nasional; 

15. Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan; 

16. Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan. 
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C. Unsur Forkopimda, OPD, Instansi/Lembaga di Jawa Barat 

1. Unsur FORKOPIMDA Provinsi Jawa Barat agar hadir atau menunjuk satu orang 
pejabat terkait  

a. DPRD Provinsi Jawa Barat; 

b. Kodam III/Siliwangi; 

c. Polda Jawa Barat; 

d. BIN Daerah Jawa Barat; 

e. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat; 

f. Pengadilan Tinggi Jawa Barat; 

g. Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat; 

h. Pengadilan Tinggi TUN Jawa Barat. 

 
2. Unsur Instansi/Lembaga Provinsi Jawa Barat agar hadir atau menunjuk satu 

orang pejabat terkait  

a. Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat; 

b. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; 

c. Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat; 

d. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Barat; 

e. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. 

 
3. Unsur Instansi Vertikal Di Jawa Barat agar hadir dengan satu orang 

pendamping 

a. Badan Pemeriksa Keuangan RI Perwakilan Jawa Barat; 

b. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat; 

c. Kantor Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat; 

d. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 

e. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat. 

 
4. Unsur Instansi/Lembaga Kota Bandung agar hadir atau menunjuk satu orang 

pejabat terkait  

a. DPRD Kota Bandung; 

b. Kodim 0618/Kota Bandung; 

c. Polrestabes Bandung; 
d. Lanal Bandung; 
e. Lanud Husein Satranegara; 
f. Kejaksaan Negeri Bandung; 

g. Bakesbangpol Kota Bandung; 

 
5. Unsur Kesbangpol Se-Jawa Barat agar hadir dengan satu orang pendamping 

a. Bakesbangpol Kabupaten Bogor; 

b. Bakesbangpol Kabupaten Bekasi; 

c. Bakesbangpol Kabupaten Subang; 

d. Bakesbangpol Kabupaten Ciamis; 

e. Bakesbangpol Kabupaten Garut; 

f. Bakesbangpol Kabupaten Cirebon; 

g. Bakesbangpol Kabupaten Tasikmalaya; 

h. Bakesbangpol Kota Cimahi; 

i. Bakesbangpol Kota Depok; 
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j. Bakesbangpol Kota Cirebon; 

k. Bakesbangpol Kota Bekasi;  

l. Bakesbangpol Kota Bogor. 

 
D. Unsur Undangan Daerah Jawa Barat 

1. Unsur Forum Kebangsaan Provinsi Jawa Barat agar hadir dengan satu orang 
pendamping 

a. Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Jawa Barat; 

b. Forum Pembauran Kebangsaan Provinsi Jawa Barat; 

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Provinsi Jawa Barat; 

d. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Provinsi Jawa Barat; 

e. Forum Bela Negara. Provinsi Jawa Barat. 

 
2. Unsur Forum Kebangsaan Kota Bandung agar hadir dengan satu orang 

pendamping 

a. Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bandung; 

b. Forum Pembauran Kebangsaan Kota Bandung; 

c. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kota Bandung; 
d. Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Kota Bandung. 
e. Forum Bela Negara Kota Bandung. 

 
3. Unsur Pimpinan Perguruan Tinggi agar hadir dengan satu orang pendamping 

a. Universitas Padjajaran; 

b. Universitas Pendidikan Indonesia; 

c. Universitas Kristen Maranatha; 

d. Universitas Negeri Bandung; 

e. Universitas Katolik Parahyangan; 

f. Universitas Islam Bandung; 

 
4. Unsur Organisasi Kemasyarakat agar hadir dengan satu orang pendamping 

a. Parisada Hindu Dharma Indonesia kota Bandung 

b. Dewan Masjid Indonesia Kota Bandung; 

c. Asosiasi Pendeta Indonesia; 

d. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) Jawa Barat; 

e. Pemuda Pancasila Provinsi Jawa Barat; 

f. Perkumpulan Dosen Peneliti Indonesia Kota Bandung; 

 
5. Unsur Media Massa agar hadir dengan satu orang pendamping 

a. TVRI Provinsi Jawa Barat; 

b. RRI Provinsi Jawa Barat; 

c. Tribun Bandung. 
Sekretaris Kementerian Koordinator 

Bidang Politik dan Keamanan, 

 
 
 
 

 
Mochammad Hasan 


